INFORMASI TENTANG PROFIL STASIUN PSDKP BELAWAN

SEJARAH DIREKTORAT JENDERAL PSDKP

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), dibentuk pertama kali melalui
Keputusan Menteri Eksplorasi Laut Republik Indonesia Nomor KEP.01/MEN-DELP/1999 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Departemen Eksplorasi Laut, dengan nama Direktorat Jenderal Pengawasan dan Perlindungan Laut

(P2L).

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan
Organisasi dan Tugas Departemen, serta Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan Republik Indonesia
Nomor 03/MEN-ELP/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan, berubah
menjadi Direktorat Jenderal Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), hingga tahun 2002 yang
dikuatkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan
Tugas Eselon | Departemen. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.01/MEN/2001
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengendalian
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, terdiri atas 6 (enam) Unit Kerja setingkat Eselon Il, yaitu Sekretariat
Direktorat Jenderal, Direktorat Pengawasan Sumber Daya lkan, Direktorat, Direktorat Pengawasan Jasa Kelautan,
Direktorat Pengawasan Ekosistem Laut, Direktorat Sarana dan Prasarana Pengawasan, dan Direktorat
Penanganan Pelanggaran.

Selanjutnya, pada tahun 2003, berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
KEP.05/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, terjadi perubahan
nomenklatur menjadi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP).

Pada tahun 2005 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit
Organisasi dan Tugas Eselon | Kementerian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan,
terjadi perubahan nomenklatur menjadi Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan (P2SDKP), yang terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Pengawasan dan
Pengendalian Sumber Daya Perikanan, Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan,
Direktorat Kapal Pengawas, Direktorat Sarana dan Prasarana Pengawasan, dan Direktorat Penanganan
Pelanggaran.

Pada tahun 2010 berdasarkan peraturan menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ditjen P2SDKP berubah menjadi Direktorat
Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), dengan susunan organisasi yaitu Sekretariat
Ditjen, Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan,,
Direktorat Kapal Pengawas, Direktorat Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan
Infrastruktur Pengawasan, dan Direktorat Penanganan Pelanggaran.

Pada tahun 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal PSDKP tidak mengalami
perubahan nomenklatur, namun terdapat penyesuaian nomenklatur unit kerja setingkat Eselon 2 menjadi:
Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Pemantauan dan Peningkatan Infrastruktur, Direktorat Pengawasan
Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, Direktorat
Pengoperasian Kapal Pengawas, dan Direktorat Penenganan Pelanggaran

Pada tahun 2017, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6/PERMEN-
KP/2017 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal PSDKP tidak
mengalami perubahan nomenklatur, namun terdapat perubahan nomenklatur pada unit kerja Eselon 2 menjadi
Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada, Direktorat Pengawasan Pengelolaan
Sumber Daya Kelautan, Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, dan Direktorat Penanganan
Pelanggaran. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, struktur organisasi Ditjen PSDKP tidak
mengalami perubahan.



Selanjutnya, pada tahun 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka susunan organisasi Direktorat
Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terdiri atas: Sekretariat Direktorat Jenderal
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Direktorat Pengendalian Operasi Armada, Direktorat
Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan, dan Direktorat Penanganan
Pelanggaran.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, susunan organisasi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan terdiri atas: Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan; Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan; Direktorat Pengendalian Operasi Armada; Direktorat
Pengawasan Sumber Daya Kelautan; Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan; dan Direktorat Penanganan
Pelanggaran.

Unit Pelaksana Teknis Sementara itu, Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP terbentuk pertama kali berdasarkan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis DI Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang terdiri dari 5 UPT, yaitu: 1)
Pangkalan PSDKP Jakarta, 2). Pangkalan PSDKP Bitung, 3). Stasiun PSDKP Belawan, 4). Stasiun PSDKP Pontianak,
dan 5). Stasiun PSDKP Tual.

Kemudian pada tahun 2016, melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan,
terdapat 14 UPT, yaitu: 1). Pangkalan PSDKP Lampulo, 2). Pangkalan PSDKP Batam, 3). Pangkalan PSDKP Jakarta,
4). Pangkalan PSDKP Benoa, 5). Pangkalan PSDKP Bitung, 6). Pangkalan PSDKP Tual, 7). Stasiun PSDKP Cilacap, 8)
Stasiun PSDKP Belawan, 9). Stasiun PSDKP Kupang, 10). Stasiun PSDKP Pontianak, 11). Stasiun PSDKP Tarakan,
12). Stasiun PSDKP Tahuna, 13). Stasiun PSDKP Ambon, 14). Stasiun PSDKP Biak.
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VISI

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Mendukung
Terwujudnya Visi - Misi Presiden dan Wakil Presiden, Yaitu:
“Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang
Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan
Perikanan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju
Menuju Indonesia Emas 2045"

MiISI

Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Sesuai Visi -

Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu:

1. "Menjaga Keberlanjutan Ekosistem dan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 2dan B;.

. "Mengembangkan Sektor Kelautan dan Perikanan Sebagai Pengeerak
Utama Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan” yang melaksanakan Asta
Cita 2, 3, 5, dan 6.

. "Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan®
yang melaksanakan Asta Cita 4; dan.

. "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan
Berkualitas™ yang melaksanakaon Asta Cita 7.

psdkp belawan @ kkp.go.id/djpsdkp/stasiunbelawan psdkp_belawan f stasiunpsdkbelawan

Stasiun PSDKP Belawan dalam penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di lingkup Kementerian
Kelautan dan Perikanan, sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tetang
keterbukaan informasi publik serta memenuhi peraturan komisi informasi republik indonesia nomor 1
tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik. Pelayanan ini merupakan bentuk layanan
transparansi untuk keterbukaan informasi publik di Stasiun PSDKP Belawan.



1. Sekretariat PPID

Setelah memasuki ruang pelayanan, pengunjung dapat menuju sekretariat PPID. Di tempat ini,
informasi terkait pengelolaan data dan dokumentasi disediakan. Jam pelayanan tatap muka untuk
masyarakat adalah sebagai berikut:

Senin — Kamis :08.00 - 16.00
Jumat :08.00-16.30
Istirahat :12.00-13.00

Sekretariat PPID memastikan semua informasi yang dibutuhkan pengunjung tersedia dan dapat
diakses sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

PENGELOLA
DATA DAN
DOKUMENTASI

PPID STASIUN PSDKP BELAWAN

BUKA

2 SENIN - KAMIS : 08.00 - 16.00
JumAT : 08.00 - 16.30
ISTIRAHAT  :12.00 - 13,00




2. Ruang Pelayanan PPID

Pelayanan permohonan informasi di Stasiun PSDKP Belawan dimulai di ruang pelayanan PPID. Di sini,
pengunjung dapat mengajukan permohonan informasi yang dikelola oleh unit PPID. Ruangan ini
didesain untuk memudahkan pengunjung dalam mengakses layanan, baik untuk mendapatkan
informasi terkait Humas maupun PPID.




3. Alur Pelayanan Permohonan Informasi
Pengunjung yang ingin mengajukan permohonan informasi akan melalui prosedur berikut:

Langkah 1: Mengajukan permohonan informasi melalui media yang tersedia, seperti email atau
platform online.

Langkah 2: Mengisi formulir permohonan informasi dan melengkapi persyaratan yang diminta.
Langkah 3: Menerima tanda bukti permohonan yang telah diterima dan memenuhi persyaratan.

Langkah 4: Mendapatkan pemberitahuan mengenai hasil permohonan, yang bisa berupa informasi
yang diminta atau alasan penolakan jika permohonan tidak memenuhi syarat.

PERMOHONAN INFORMASI
KEMENTRIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Kesimpulan

Pelayanan permohonan informasi dan dokumentasi di Stasiun PSDKP Belawan telah diatur dengan
sistem yang jelas dan terorganisir. Masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah melalui

prosedur yang telah ditentukan, yang mencerminkan komitmen terhadap keterbukaan
informasi publik.



